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Abstract. This research explores the role of the Nagrog Village Government in advancing the Nagrog Tourism
Village located in Cipatujah District, Tasikmalaya Regency. Utilizing a qualitative approach with a case study
method, data were gathered through in-depth interviews, direct observations, and literature reviews. The study's
results indicate that the Nagrog Village Government holds a pivotal role in the tourism village's development by
improving coordination with Pokdarwis and BUMDes, implementing Village Regulations (Perdes) as a legal
framework, and enhancing tourism-related infrastructure. Despite these efforts, challenges persist, including the
lack of long-term development plans, insufficient support for Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs),
and ineffective promotional strategies. While the management of Tonjong Canyon as the main attraction has
positively influenced the local economy, its contribution to Village Original Income (PAD) remains minimal. To
achieve sustainable tourism village development, it is crucial to strengthen strategic planning, maximize digital
marketing efforts, and improve MSME support.

Keywords: Village Government, Tourism Village, Tonjong Canyon, Community Empowerment, Tourism
Development.

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Pemerintah Desa Nagrog dalam pengembangan Desa
Wisata Nagrog di Kecamatan Cipatujah, Kabupaten Tasikmalaya. Penelitian ini menggunakan pendekatan
kualitatif dengan metode studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi
langsung, dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Nagrog memiliki peran
strategis dalam pengembangan desa wisata dengan memperkuat koordinasi bersama Kelompok Sadar Wisata
(Pokdarwis) dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), menetapkan Peraturan Desa (Perdes) sebagai dasar hukum,
serta membangun infrastruktur pendukung pariwisata. Namun, pengembangan desa wisata masih menghadapi
tantangan seperti tidak adanya perencanaan jangka panjang, dukungan yang terbatas terhadap Usaha Mikro, Kecil,
dan Menengah (UMKM), serta strategi promosi yang belum optimal. Pengelolaan Tonjong Canyon sebagai
destinasi unggulan berdampak positif terhadap perekonomian lokal, meskipun kontribusinya terhadap Pendapatan
Asli Desa (PAD) belum signifikan. Penguatan perencanaan strategis, optimalisasi promosi digital, dan
peningkatan dukungan bagi UMKM menjadi hal penting untuk mencapai pengembangan desa wisata yang
berkelanjutan.

Kata kunci: Pemerintah Desa, Desa Wisata, Tonjong Canyon, Pemberdayaan Masyarakat, Pengembangan
Pariwisata.

1. LATAR BELAKANG

Pariwisata merupakan salah satu sektor yang dapat memberikan kontribusi signifikan
terhadap perekonomian suatu negara (Agyeiwaah, 2020). Tahun 2022, sektor pariwisata di
Indonesia menyumbang sekitar USD 6,8 miliar dalam bentuk devisa, dan berkontribusi sebesar
3,6% terhadap PDB negara (OECD, 2024). Selain itu, pariwisata juga berdampak pada
pelestarian budaya (Tahiri et al., 2022), keseimbangan lingkungan (Deb et al., 2023), dan
peningkatan kualitas sosial masyarakat (Ariya et al., 2020).
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Pascapandemi COVID-19, terjadi pergeseran tren pariwisata dari pariwisata massal ke
pariwisata alternatif yang lebih menekankan pada pelestarian alam, lingkungan, dan budaya
(Fragkou, 2021; Triarchi & Karamanis, 2017; Vainikka, 2016). Desa wisata muncul sebagai
solusi inovatif untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional melalui pengelolaan
potensi lokal berbasis prinsip keberlanjutan yang mencakup aspek sosial, budaya, dan
lingkungan (Andereck & Nyaupane, 2011; Su et al., 2018; Su et al., 2019).

Perkembangan desa wisata di Indonesia menunjukkan tren positif. Data dari Kementerian
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) mencatat bahwa jumlah desa wisata yang
terdaftar dalam Jaringan Desa Wisata (Jadesta) meningkat signifikan dari 1.831 desa pada
tahun 2021 menjadi 3.419 desa pada 2022 dan mencapai 4.573 desa pada 2023
(Kemenparekraf, 2024). Transformasi desa menjadi destinasi wisata dapat memberikan
dampak ekonomi dan sosial yang positif jika dikelola secara berkelanjutan (Andari et al.,
2024). Meskipun pengembangan desa wisata seringkali dihadapkan pada potensi konflik sosial,
seperti ketidaksepakatan antar pemangku kepentingan dan ketegangan dalam pengelolaan
sumber daya (Wang & Yotsumoto, 2019), di sisi lain, peran pemerintah terkadang justru
menjadi hambatan dalam proses pengembangan akibat birokrasi yang kompleks, kurangnya
koordinasi, atau kebijakan yang tidak adaptif terhadap kebutuhan lokal (Luo et al., 2016;
Ruhanen, 2013; Situmorang et al., 2019).

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa pemerintah memiliki peran penting dalam
pengembangan sektor pariwisata, baik secara umum (Koopmans et al., 2018; Park et al., 2016)
maupun dalam konteks desa wisata secara khusus (Amerta, 2017; Liu et al., 2020). Melalui
kebijakan dan program yang terstruktur, pemerintah membantu percepatan pengembangan
pariwisata, baik melalui pembangunan fasilitas, promosi destinasi, maupun kolaborasi dengan
berbagai pihak seperti akademisi, sektor swasta dan masyarakat lokal (Purwanto, 2022).

Desa Nagrog di Kecamatan Cipatujah, Kabupaten Tasikmalaya, merupakan salah satu
contoh pengembangan desa wisata berbasis potensi lokal. Berdasarkan Indeks Desa
Membangun (IDM) pada tahun 2020, Desa Nagrog termasuk dalam kategori desa tertinggal.
Namun, sejak 2021 hingga 2024, statusnya meningkat menjadi desa berkembang berkat
pemanfaatan potensi sumber daya alam yang melimpah. Pada tahun 2022, Desa Nagrog
ditetapkan sebagai desa wisata dengan Tonjong Canyon sebagai destinasi unggulan. Saat ini,
Desa Nagrog berstatus sebagai desa wisata rintisan dalam Jaringan Desa Wisata (Jadesta) dan
berhasil masuk dalam 45 besar Lomba Desa Wisata Nusantara pada tahun 2023.

Meskipun berbagai penelitian telah membahas peran pemerintah dalam pengembangan

sektor pariwisata di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten (McLennan et al., 2014), kajian
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yang secara spesifik menyoroti peran pemerintah desa dalam pengembangan desa wisata masih
terbatas (Kodir et al., 2020; Putri et al., 2020). Padahal, keberhasilan pengembangan desa
wisata sangat bergantung pada partisipasi aktif masyarakat yang didukung oleh strategi dan
kebijakan pemerintah desa (Wilson et al., 2001). Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk
menganalisis peran pemerintah desa dalam pengembangan Desa Wisata Nagrog, Kecamatan

Cipatujah, Kabupaten Tasikmalaya.

2. KAJIAN TEORITIS
Desa Wisata

Berdasarkan pernyataan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno, saat ini
desa wisata atau rural tourism menjadi tren global dalam sektor pariwisata. Konsep desa wisata
menawarkan pengalaman berlibur yang lebih menarik dan berbeda bagi para wisatawan.
(Kemenparekraf, 2021). Desa wisata mengintegrasikan alam, budaya, dan masyarakat lokal
dalam pengelolaannya. (Antara & Arida, 2015). Desa wisata bertujuan meningkatkan
kesejahteraan masyarakat melalui pariwisata berkelanjutan, pelestarian budaya, dan konservasi
lingkungan (Gurvantry et al., 2022; Irhandayaningsih, 2019). Desa wisata adalah salah satu
cara pengelolaan pariwisata di daerah pedesaan yang dilakukan secara berkelanjutan dengan
memperhatikan aspek lingkungan (Alfianto & Fauzi, 2021; Raharjana, 2012).

Desa wisata mengoptimalkan potensi alam dan budaya lokal untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat dan melestarikan lingkungan (Okparizan et al., 2019; Ruwanti &
Suwardi, 2020). Desa berpotensi menjadi destinasi wisata berbasis komunitas yang
mengedepankan kearifan lokal serta mendorong ekonomi berlandaskan gotong royong dan
keberlanjutan (Kemenkomarves, 2021). Konsep ini sejalan dengan program prioritas
pemerintah dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menekankan pemberdayaan
masyarakat dan pengelolaan potensi lokal untuk meningkatkan kesejahteraan, sesuai dengan
amanat UUD 1945. Program ini bertujuan untuk mengembangkan desa-desa dengan potensi
wisata yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat desa (Gautama et al., 2020).

Berdasarkan Pedoman Desa Wisata 2021, pengembangan desa wisata di Indonesia dibagi
menjadi empat kategori: Rintisan, Berkembang, Maju, dan Mandiri. Klasifikasi ini ditetapkan
oleh Perangkat Desa dan OPD terkait dalam dua tahun. Desa rintisan memiliki potensi namun
terbatas dalam sarana dan partisipasi masyarakat, sehingga memerlukan pendampingan dan
Dana Desa. Desa berkembang mulai dikenal dengan fasilitas dan aktivitas ekonomi yang

tumbuh. Desa maju memiliki pengelolaan optimal, partisipasi masyarakat tinggi, dan diakui
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luas. Desa mandiri menunjukkan inovasi, diversifikasi produk, pengakuan internasional, dan

promosi berbasis digital.

Peran Pemerintah di Desa Wisata

Pemerintah memiliki peran penting dalam perencanaan dan pengembangan pariwisata.
Keterlibatan pemerintah didorong oleh harapan masyarakat untuk meningkatkan ekonomi
lokal, menyediakan peluang kerja yang lebih baik, memperbaiki infrastruktur, dan menarik
investasi (Nunkoo & Ramkissoon, 2011). Keterlibatan pemerintah didukung luas karena
memiliki mandat melindungi masyarakat, bersifat netral terhadap kepentingan komersial,
memiliki kewenangan legislasi, dan tidak terikat pada tujuan keuangan jangka pendek seperti
sektor swasta. (Ruhanen, 2013). Devine dan Devine (2011) menyatakan bahwa dominasi sektor
swasta dalam perencanaan, promosi, dan pengelolaan pariwisata dapat menimbulkan dampak
negatif, seperti ketimpangan pembangunan infrastruktur, kemacetan di destinasi populer, serta
kerusakan lingkungan akibat tekanan berlebih pada sumber daya alam.

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan pemerintah dalam perencanaan dan
pengembangan pariwisata telah memberikan kontribusi positif bagi sektor pariwisata dalam
pengembangan sektor sosial dan ekonomi (Koopmans et al., 2018; Purwanto, 2022; Rismianto
et al., 2013). Peran pemerintah dalam pengembangan pariwisata dimulai dari investasi sumber
daya, perencanaan kebijakan hingga promosi pariwisata (Park et al., 2016). Secara umum,
pemerintah menciptakan iklim perekonomian. Ini memberikan berbagai aturan di mana
industri pariwisata bekerja dan juga memainkan peran penting dalam perencanaan,
pengelolaan, dan promosi pariwisata (Liu et al., 2020).

Hall (2005) mengemukakan bahwa pemerintah memiliki peran penting dalam
pengembangan pariwisata melalui fungsi utama: koordinasi, perencanaan, legislasi dan
regulasi, kewirausahaan, stimulasi dan promosi, peran sosial, dan perlindungan kepentingan
publik. Dalam konteks desa wisata, koordinasi diperlukan untuk menciptakan sinergi antara
pemerintah di berbagai tingkatan dan pemangku kepentingan lokal. Perencanaan strategis
membantu menentukan prioritas pembangunan infrastruktur dan promosi potensi wisata secara
berkelanjutan. Legislasi dan regulasi memberikan kerangka hukum yang mendukung
pengelolaan pariwisata, sementara pemerintah juga dapat bertindak sebagai pelaku usaha
melalui penyediaan infrastruktur dasar. Fungsi stimulasi diwujudkan dengan memberikan
insentif seperti pendanaan pelatihan dan pengembangan kapasitas komunitas lokal. Selain itu,

peran sosial pemerintah terlihat dalam mendorong partisipasi masyarakat marginal untuk
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meningkatkan kesejahteraan mereka, sekaligus menjaga keseimbangan antara pertumbuhan

ekonomi dan pelestarian lingkungan melalui perlindungan kepentingan publik.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk
memahami secara mendalam peran pemerintah desa dalam pengembangan desa wisata,
khususnya di Desa Nagrog. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggali secara
komprehensif proses, kebijakan, serta dinamika sosial yang terjadi dalam pengelolaan desa
wisata berbasis masyarakat (Creswell & David Creswell, 2018). Metode studi kasus dinilai
relevan untuk mengkaji kompleksitas pengembangan desa wisata melalui investigasi terhadap
berbagai program, kebijakan, dan peran aktor yang terlibat. Dalam penelitian ini, analisis
dilakukan dengan menggunakan kerangka teori Michael Hall (2005) tentang peran utama
pemerintah dalam pengelolaan pariwisata, yaitu koordinasi, perencanaan, legislasi dan
regulasi, kewirausahaan, stimulasi, peran sosial, dan perlindungan kepentingan publik.

Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara mendalam, observasi
langsung, dan studi pustaka. Wawancara dilakukan dengan tiga informan kunci, yaitu
Sekretaris Desa, Ketua Pokdarwis, dan Ketua BUMDes, yang memiliki peran strategis dalam
pengelolaan dan pengembangan Desa Wisata Nagrog. Observasi langsung dilakukan di lokasi
wisata untuk mengamati proses pengelolaan, partisipasi masyarakat, serta pemanfaatan potensi
lokal. Studi pustaka digunakan untuk mendukung analisis dengan merujuk pada dokumen
resmi seperti Peraturan Desa (Perdes), SK Pokdarwis, dan data lainnya.

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Nagrog, Kecamatan Cipatujah, Kabupaten
Tasikmalaya, yang memiliki potensi wisata alam unggulan, yaitu Tonjong Canyon. Selain itu,
Desa Nagrog menawarkan berbagai paket wisata yang menggabungkan wisata alam dan
budaya, seperti Green Tapen, Marak Lauk, Suhud Eling, Nyulap Kalapa, dan Pensil Ajaib,
yang mendukung pengembangan desa wisata berbasis potensi lokal. Pemilihan Desa Nagrog
sebagai lokasi penelitian didasarkan pada statusnya sebagai desa wisata rintisan yang tengah
berkembang dan diharapkan dapat menjadi contoh pengembangan desa wisata berbasis

masyarakat.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Pemerintah Desa Nagrog dalam Pengembangan Desa Wisata
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Pemerintah Desa Nagrog memainkan peran penting dalam pengelolaan Desa Wisata
Nagrog, terutama dalam mengoptimalkan potensi Tonjong Canyon sebagai destinasi unggulan.
Penetapan status desa wisata pada tahun 2022 mendorong pemerintah desa untuk lebih aktif
dalam pengembangan pariwisata berbasis masyarakat. Partisipasi masyarakat melalui
pembangunan fasilitas secara mandiri menunjukkan model kolaborasi yang kuat antara
masyarakat dan pemerintah.

Kolaborasi ini mengindikasikan pendekatan berbasis masyarakat yang menempatkan
warga lokal sebagai pelaku utama. Pendekatan semacam ini tidak hanya memperkuat rasa
memiliki, tetapi juga memastikan keberlanjutan pengelolaan wisata melalui keterlibatan aktif
komunitas. Meski demikian, kurangnya kapasitas teknis masyarakat dalam beberapa aspek
dapat menjadi hambatan dalam pengembangan lebih lanjut.

Koordinasi

Pemerintah Desa Nagrog telah menjalin hubungan yang baik dengan Pokdarwis dan
BUMDes, yang masing-masing memiliki peran dalam pengelolaan teknis dan promosi desa
wisata. Namun, hubungan dengan pemerintah daerah tidak selalu berjalan lancar, terutama
dalam hal dukungan teknis dan pelatihan.

Heri, Sekretaris Desa Nagrog, menyampaikan:

"Sebetulnya untuk kegiatan dalam rangka pengembangan Desa Wisata Nagrog,
Pemerintah Desa selalu berkoordinasi baik dengan Pokdarwis ataupun BUMDes, namun kami
terkadang kesulitan jika harus berurusan dengan mereka yang di atas (Pemerintah Daerah)
apalagi perihal informasi pelatihan yang diberikan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
(Disparpora) Kabupaten Tasikmalaya)."

Kurangnya koordinasi vertikal ini dapat menghambat pengembangan desa wisata,
terutama dalam pengadaan pelatihan atau akses pendanaan. Keterbatasan ini mengindikasikan
bahwa sinergi antar-tingkatan pemerintahan masih perlu diperkuat untuk memastikan
keberlanjutan pengelolaan wisata.

Perencanaan

Perencanaan pengembangan Desa Wisata Nagrog masih bersifat reaktif, tergantung pada
alokasi anggaran tahunan. Beberapa pencapaian telah dilakukan, seperti perbaikan akses jalan
menuju Tonjong Canyon dan pembangunan podium seni, tetapi belum ada rencana induk yang
komprehensif untuk jangka panjang.

Heri, Sekretaris Desa Nagrog, menjelaskan:

"Saat ini untuk pengembangan Desa Wisata Nagrog masih terpaku pada Dana Desa,

walaupun pengalokasiannya tidak besar, tetapi akses jalan menuju Tonjong, podium dan
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sanggar sudah terbangun. Target di tahun ini (2024) sih pembangunan pasar desa, mudah-
mudahan terealisasi."

Ketergantungan pada dana desa tanpa adanya perencanaan strategis berisiko menghasilkan
pengembangan yang tidak berkelanjutan. Penyusunan rencana induk yang melibatkan berbagai
pemangku kepentingan menjadi langkah yang mendesak untuk memastikan efisiensi dan
efektivitas pembangunan.

Legislasi dan Regulasi

Pengelolaan Desa Wisata Nagrog telah didukung dengan penerapan Peraturan Desa
(Perdes) sebagai landasan hukum, pembentukan Pokdarwis melalui Surat Keputusan Kepala
Desa, serta pengakuan resmi melalui Surat Keputusan Bupati. Langkah-langkah ini
menunjukkan komitmen pemerintah desa dalam pengembangan desa wisata.

Heri, Sekretaris Desa Nagrog, menyebutkan:

"Kami sudah buat Perdes untuk mendukung pengelolaan desa wisata ini, termasuk
pembentukan Pokdarwis dan pengakuan resmi dari bupati. Tapi, yang jadi masalah adalah tidak
semua kebijakan diawasi secara rutin. Kadang hanya dibuat tapi pelaksanaannya kurang
maksimal."

Meskipun regulasi telah disusun dengan baik, pelaksanaannya memerlukan pengawasan
yang konsisten untuk memastikan regulasi berjalan sesuai dengan tujuan awal. Tanpa
pengawasan, kebijakan yang sudah diterapkan berisiko tidak memberikan dampak yang
signifikan terhadap keberlanjutan pengelolaan.

Kewirausahaan

Upaya pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui pelatihan
seperti pembuatan keripik, sandal ukir, dan kelapa ukir telah dilakukan. Namun, keterbatasan
alokasi dana menjadi kendala utama yang menghambat kontribusi UMKM terhadap
pengelolaan desa wisata.

Gian, Ketua BUMDes Nagrog, mengatakan:

"Kalau untuk permodalan UMKM sempat ada, tapi ke (budidaya) nila. Kalau untuk
pendukung desa wisata paling pelatihan pembuatan keripik, sandal ukir, sama kelapa ukir, bisa
buat oleh-oleh."

Kondisi ini mencerminkan ketidakseimbangan dalam alokasi dana, di mana sektor
pendukung wisata seperti UMKM mendapatkan prioritas lebih rendah dibandingkan sektor
lainnya. Dengan optimalisasi dukungan dana dan diversifikasi produk, UMKM dapat
memberikan kontribusi lebih signifikan terhadap perekonomian desa wisata.

Stimulasi dan Promosi
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Promosi Desa Wisata Nagrog masih dilakukan dengan cara konvensional, meskipun upaya
digitalisasi telah dimulai melalui pembuatan website desa. Media sosial seperti TikTok,
Instagram, dan Facebook juga sudah digunakan, tetapi belum dimanfaatkan secara optimal.

Aom, Ketua Pokdarwis, menyampaikan:

"Akun media sosial seperti TikTok, Instagram serta Facebook kami sudah ada, namun
pada pemanfaatannya belum optimal dikarenakan kesibukan anggota kami (Pokdarwis)."

Minimnya pemanfaatan media sosial menunjukkan perlunya pelatihan teknis bagi anggota
Pokdarwis agar mereka mampu mengelola promosi digital secara efektif. Dengan strategi
digital yang terarah, potensi desa wisata untuk menjangkau wisatawan lebih luas dapat tercapai.
Pemberdayaan Masyarakat

Pemerintah desa telah melibatkan masyarakat dalam pengembangan pariwisata,
khususnya melalui program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) yang berfokus pada
pengembangan produk kuliner. Upaya ini menjadi langkah awal dalam memperluas partisipasi
masyarakat dalam mendukung kegiatan pariwisata. Namun, partisipasi masyarakat secara
menyeluruh masih perlu diperkuat.

Pelibatan masyarakat secara aktif dan merata di seluruh lapisan menjadi kunci
keberhasilan pengelolaan desa wisata. Semakin tinggi partisipasi masyarakat, semakin kuat
rasa memiliki dan komitmen untuk menjaga kelestarian desa wisata.

Perlindungan Kepentingan Publik

Pemerintah Desa Nagrog menunjukkan keberpihakannya pada masyarakat lokal dengan
menolak tawaran dari pihak luar yang berpotensi mengambil alih pengelolaan tiket masuk.

Heri, Sekretaris Desa, mengatakan:

"Setelah Tonjong Canyon masuk TV, diliput oleh My Trip My Adventure (salah satu
program Trans TV), sempat ditawari kerja sama pengelolaan tiket, tapi yang menjaga tiketnya
harus dari pihak sana. Jelas kami menolak."

Penolakan ini menunjukkan komitmen pemerintah desa untuk memastikan bahwa manfaat
ekonomi dari pengelolaan wisata tetap dirasakan langsung oleh masyarakat lokal. Kebijakan
semacam ini juga mendukung prinsip keadilan dalam distribusi manfaat pariwisata.

Dampak Pengembangan Desa Wisata

Pengembangan Desa Wisata Nagrog mulai memberikan dampak positif terhadap
kehidupan ekonomi masyarakat lokal. Peningkatan aksesibilitas menuju Tonjong Canyon dan
pengelolaan yang melibatkan masyarakat telah membuka peluang usaha baru di sekitar

kawasan wisata. Salah satu dampak langsung yang terlihat adalah munculnya warung di
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sepanjang jalur menuju destinasi wisata serta semakin banyaknya masyarakat yang
mendaftarkan rumah mereka sebagai homestay.

Heri, Sekretaris Desa, menjelaskan:

"Setelah perbaikan akses menuju Tonjong Canyon, ada masyarakat mulai berani
mendirikan saung dagangan (warung berbentuk saung), bahkan masyarakat mulai ramai
mendaftarkan rumahnya untuk homestay, meskipun kontribusinya terhadap Pendapatan Asli
Desa (PAD) belum signifikan."

Keberadaan warung dan homestay di Desa Wisata Nagrog mencerminkan peluang
ekonomi baru dan meningkatnya partisipasi masyarakat, namun kontribusinya terhadap PAD
masih rendah. Optimalisasi sektor pariwisata memerlukan strategi yang lebih terarah. Selain
itu, tanpa perencanaan tata ruang yang baik, peningkatan wisatawan berisiko menimbulkan
konflik lahan dan tekanan lingkungan. Karena itu, pengelolaan berbasis keberlanjutan dengan

prinsip kehati-hatian menjadi penting untuk meminimalkan dampak negatif.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Pemerintah Desa Nagrog memainkan peran strategis dalam pengembangan Desa Wisata
Nagrog, terutama melalui pengelolaan potensi Tonjong Canyon sebagai destinasi unggulan.
Berbagai langkah telah diambil, seperti koordinasi dengan Pokdarwis dan BUMDes, penetapan
Peraturan Desa (Perdes), dan pembangunan infrastruktur pendukung. Upaya ini telah
memberikan dampak positif pada peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat, meskipun
kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD masih belum optimal.

Pengembangan Desa Wisata Nagrog menghadapi sejumlah tantangan, termasuk
kurangnya perencanaan strategis jangka panjang, terbatasnya dukungan bagi UMKM, serta
strategi promosi yang masih konvensional. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kemajuan
telah dicapai, keberlanjutan pengelolaan desa wisata memerlukan pendekatan yang lebih
komprehensif.

Keberlanjutan pengelolaan Desa Wisata Nagrog dapat didukung dengan perencanaan
strategis yang terstruktur, optimalisasi promosi digital, peningkatan dukungan terhadap
UMKM, dan penguatan partisipasi masyarakat. Pendekatan berbasis keberlanjutan yang
mencakup aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan menjadi kunci untuk memaksimalkan
dampak positif sektor pariwisata terhadap desa.

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada ruang lingkup analisis yang hanya berfokus pada

peran pemerintah desa. Penelitian di masa depan disarankan untuk mengeksplorasi kolaborasi
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lintas sektor dan menggunakan pendekatan kuantitatif untuk memberikan gambaran yang lebih

luas mengenai dampak pariwisata terhadap ekonomi lokal dan pengelolaan lingkungan.
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